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BUPATI SELUMA 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR '¼-A TAHUN 2017 

TENTANG 
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas 
kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara 
Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya 
perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional; 

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan 
dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk 
yang berusia kurang dari 17 tahun, dipandang perlu untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA); 

c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan 
medorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan 
publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Seluma tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4266); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil;Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 

Nasional; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 ten tang 

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional; 

9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran; 
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 

4 71.13-112 Dukcapil Tahun 201 7 ten tang Penetapan Kabupaten 

/Kota sebagai Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak 

Tahun 2017; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seluma; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENERBITAN KARTU 

IDENTITAS ANAK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma. 

2. Bupati adalah Bupati Seluma. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Seluma. 

6. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA 

adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 

kurang dari 1 7tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma 

7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan 

(NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, 

tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai 

penduduk Indonesia. 

8. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian 

KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau 

hilang. 

9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah 

identitas penduduk usia sebelum wajib KTP sebagai bukti diri 

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Seluma. 
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BAB II 
TUJUAN 
Pasal 2 

Pemerintah Kabupaten Seluma menerbitkan Kartu Identitas Anak 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan 

pemenuhan hak konstitusional warga negara. 

BAB III 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Paragraf Kesatu 
Persyaratan 

Pasal 3 

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun 

bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. 

(2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta 

kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan 

setelah memenuhi persyaratan: 
a. Fotocopy kutipan kelahiran dan menunjukan kutipan akta 

kelahiran aslinya; 
b. KK asli orang tua/Wali; dan 
c. KTP-el asli keda orangtuanya/wali. 

(3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 

usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan: 

a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan 

akta keahiran aslinya; 
b. KK asli orang tua/W ali; 
c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan 
d. Pas foto anak berwama ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) 

lembar . 
(4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang 

dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dan ayat (2) di sertai dengan surat keterangan 

datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas. 

Pasal 4 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah permohon 

mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan 

surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 

Pasal 5 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon 

mengajukan permohonan penerbitkan KIA degan melampiri KIA 

yang rusak. 
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Pasal 6 

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/ surat 

keterangan pindah datang. 

Pasal 7 

(1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah 

sampai anak berusia 5 tahun. 
(2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai 

anak berusia 17 tahun kurang satu hari. 

Paragraf Kedua 
Anak Orang Asing 

Pasal 8 

( 1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon 

memenuhi persyaratan: 
a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; 
b. KK asli orang tua; dan 
c. KTP-el asli kedua orang tuanya. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak 

usia anak 5 tahun. 

Pasal 9 

Masa berlaku KIA anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap 

orang tuanya. 

Bagian Kedua 
Tata cara 

Paragraf Kesatu 
Anak WNI 
Pasal 10 

( 1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan 

penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas. 
(2) Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA . 

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di 

kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan. 

(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan 

cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah bacaan, 

tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar 

cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. 
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Paragraf Kedua 
Anak Orang Asing 

Pasal 11 

( 1) Terhadap anak yang sudah memiliki pas port, orang tua anak 

melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat ( 1) untuk menerbitkan 

KIA. 
(2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. 
(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon ata orang tuanya di kanotor 

Dinas. 
(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan 

cara jemput bola di sekolah-sekolah , rumah sakit, rumah 

bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, 

agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

(1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan 

nilai tambah, maka dapat melakukan perjanjian kemitraan 

dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak 

dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, 

toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. 

(2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada 

dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di 

luar wilayah administrasi. 

Pasal 13 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Seluma. 

Diundangkan di Tais 
pada tanggal ~ (Vlar-€,E: 201 7 

SEKRET S DAERAH, 

Porat Koordinasi 

IRI 
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